ANALISIS KEBUTUHAN PERBAWASLU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
	SDM & ORGANISASI

	NO
	UU 7/2017
	KONTEN UNDANG-UNDANG
	PERBAWASLU
	PERUBAHAN/

PENGGANTIAN
	TAHUN

	1
	Pasal 132 ayat (5) 
	tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS (diatur dalam Peraturan Bawaslu)
	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1223);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 793);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 774);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607)
	PERUBAHAN PERBAWASLU
	2018

	2
	Pasal 132 ayat (6) 
	tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota Panwaslu LN (diatur dalam Peraturan Bawaslu)
	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756):

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1223);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 793);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 774);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607)
	PERUBAHAN PERBAWASLU
	2018

	3
	Pasal 140 ayat (2)
	rapat pleno (diatur dengan Peraturan Bawaslu)
	
	PERBAWASLU BARU
	2018

	4
	Pasal 152
	organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, secretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 197)
	1. Perpres Baru
2. PENGGANTIAN PERBAWASLU
	2018

	6
	Pasal 154
	Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
	
	KEPUTUSAN SEKJEN BARU

	2018

	7
	Pasal 565 Ayat (2)
	Perbawaslu mengenai pembentukan bawaslu kab/kota (sesuai Undang-Undang No.7 Tahun 2017)

Catatan: Perbawaslu ini merupakan transisi.
	
	PERBAWASLU BARU
	2018

	8
	Pasal 437 ayat (7)
	tata cara akreditasi pemantau pemilu diatur dalam peraturan bawaslu.
	
	PERBAWASLU BARU
	2018

	9
	Pasal 439 Ayat (6)
	bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.
	
	PERBAWASLU BARU
	2018

	10
	Pasal 447
	petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan Bawaslu.


	
	PERBAWASLU BARU
	/2018

	
	
	
	
	
	

	PENINDAKAN & PENANGANAN PELANGGARAN

	NO
	UU 7/2017
	KONTEN UNDANG-UNDANG
	PERBAWASLU
	REVISI/PERUBAHAN
	TAHUN

	1
	Pasal 455 ayat (2)
	penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu

Catatan:

Perlu diatur mengenai Pola penanganan pelanggaran pemilu LN.
	
	PERBAWASLU BARU
	2018

	2
	Pasal 465
	penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara TSM diatur dengan Peraturan Bawaslu


	
	PERBAWASLU BARU
	2018

	3
	Pasal 486 ayat (1)
	Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.


	Peraturan Bersama  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
	PENGGANTIAN PERBAWASLU 
	2018

	PENYELESAIAN SENGKETA

	NO
	UU 7/2017
	KONTEN UNDANG-UNDANG
	PERBAWASLU
	REVISI/PERUBAHAN
	TAHUN

	1
	Pasal 469 ayat (4)
	tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu


	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826)
	PERUBAHAN PERBAWASLU
	2018

	2
	Pasal 93 huruf b
	Pencegahan Sengketa Proses Pemilu
	
	PERBAWASLU BARU
	2018

	PENGAWASAN & SOSIALISASI

	NO
	UU 7/2017
	KONTEN UNDANG-UNDANG
	PERBAWASLU
	REVISI/PERUBAHAN
	TAHUN

	1
	Pasal 93 huruf b
	Pencegahan Pelanggaran Pemilu
	
	PERBAWASLU BARU
	2018

	2
	
	Keterbukaan Informasi Dan Publikasi Data Terbuka
	Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238)
	PERUBAHAN PERBAWASLU 
	2018

	3
	Pasal 97 huruf b angka 1
	Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1110)
	PERUBAHAN/
PERBAWASLU BARU
	2018

	4
	Pasal 93 huruf d angka 1
	Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 676)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 845)
	Perubahan/Perbawaslu Baru
	2018

	5
	Pasal 93 huruf d angka 3
	Pengawasan Tahapan Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 643)
	Perubahan/Perbawaslu Baru
	2018

	6
	Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 261
	Pengawasan Tahapan Pencalonan bagi Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 644)

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 846)
	Perubahan/Perbawaslu Baru
	2018

	7
	Pasal 93 huruf d angka 5
	Pengawasan Tahapan Kampanye
	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97)

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 849)
	Perubahan/Perbawaslu Baru
	2018

	8
	Pasal 93 huruf d angka 5
	Pengawasan Tahapan Dana Kampanye
	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98)

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 848)
	Perubahan/Perbawaslu Baru
	2018

	9
	Pasal 93 huruf d angka 6
	Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik
	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 396)

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 847)
	Perubahan/Perbawaslu Baru
	2018

	10
	Pasal 93 huruf d angka 7
	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397)

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 851)
	Perubahan/Perbawaslu Baru
	2018

	11
	Pasal 97 huruf b angka 10
	Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil
	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 398)

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 852)
	Perubahan/Perbawaslu Baru
	2018

	12
	Pasal 97 huruf b angka 10
	Pengawasan Tahapan Penetapan Hasil
	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400)
	Perubahan/Perbawaslu Baru
	2018

	13
	Pasal 111
	Pengawasan Tahapan Pemilu LN
	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kampanye, Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399)

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 850)
	Perubahan/Perbawaslu Baru
	2018

	14
	Pasal 93 huruf  f
	Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri
	
	Perbawaslu Baru
	2018.



	15
	Pasal 93 huruf b
	Pencegahan Pelanggaran
	
	Perbawaslu Baru
	2018.




